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BAB1
EKONOMI DESA

1.1 Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan beberapa
tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan  kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau
kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat
dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat
dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah
kemiskinan dan kesenjangan ini secara ekonomi, baik antar golongan
maupun antar wilayah (perdesaan dan perkotaan) sangat menarik untuk
dibahas. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di
perdesaan, maka perlu diprioritaskan pembangunan untuk perbaikan
perekonomian desa dan yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian
masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dalam pengentasan
kemiskinan, Negara Indonesia memiliki bermacam strategi salah
satunya  adalah  pemberdayaan  masyarakat yaitu  dengan
memaksimalkan masyarakat lokal.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004)
menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan

masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi
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mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir,
bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian
masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat
yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta
melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan
masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan
yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan konsep kebutuhan masyarakat.

Pada era reformasi tahun 1999 diterbitkan UU 22/1999 (pasal 108)
penerbitan peraturan ini merupakan solusi perubahan dari Pemerintah
yaitu mendorong pembentukan badan usaha atau lembaga yang
digunakan untuk mengelola sumber dayanya secara efisien. Lalu
diperjelas oleh PP 72/2005 (pasal 78 ayat 1) yang menyatakan bahwa
“Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan
Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” karena desa perlu
suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan
perekonomian, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pembentukan BUMDes juga diamanatkan dalam UU 6/2014 tentang
Desa.

Secara umum, pendirian BUMDes melalui empat tahapan; Pertama,
pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu
diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang

jabatan, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir
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diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam kegiatan
harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah
disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai
prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Ketimpangan dalam pelaksanaannya dan hasil yang tidak merata
tidak bisa lepas dari perkembangan program BUMDes. Banyak
BUMDes yang gagal, namun banyak pula BUMDes yang berhasil dan
mandiri. Sebagai contoh, keberhasilan BUMDes yang tercapai seperti
BUMDes Desa Sukamaju, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 lalu yang memperoleh
keuntungan sebesar Rp 263,815 juta dengan jumlah deviden sebesar Rp
79,115 juta untuk desa. Kontribusi dari BUMDes tersebut hampir sama
besarnya dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan
setiap tahun oleh pemerintah melalui APBD (Nugraha, 2014).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan
untuk melihat secara umum tentang peran BUMDes dalam mendukung

kemandirian ekonomi desa.

1.2 Indikator Membangun Perekonomian Desa

Tercapainya tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dari tolak ukur
atau indikator yang digunakan. Secara umum pembangunan

perekonomian diukur dengan tujuan atau indikator yang berbeda dalam
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suatu negara, di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan
dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar
seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga
makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara yang telah dapat
memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser
kepada faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005). Sejumlah indikator
ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional
antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur
perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat
pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan
sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup
(IKH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Banyak sekali yang harus diperhatikan untuk membangun desa,
indikator pembangunan ekonomi pada desa diantaranya adalah.
1. Infrastruktur Desa Yang Baik
Hal pertama yang menjadi indikator pembangunan ekonomi desa
adalah di lihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri terutamanya di
akses jalan di sekitar desa. Ada beberapa desa yang memiliki jalan
mudah di lalui berbagai macam kendaraan namun ada pula desa yang
memiliki akses jalan buruk dan sulit dilalui kendaraan-kendaraan
besar. Padahal akses jalan sangatlah penting untuk menentukan
kemajuan sebuah desa. Dimana dengan akses jalan yang mudah

dilalui maka logistik atau barang-barang penduduk desa akan mudah

11



di penuhi. Sebaliknya akses jalan yang sulit akan membuat logistik
sulit untuk masuk di desa tersebut.

. Fasilitas Umum Yang Memadahi

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa tentunya harus di
dukung pula dengan fasilitas yang memadahi dari desa tersebut.
fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau
penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang
dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar yang memadahi, sekolahan,
puskesmas dan lain sebagainya.

. Akses Informasi

Salah satu pendukung perkembangan ekonomi desa adalah
informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian
desa karena penduduk desa bisa belajar dari desa atau bahkan
perkotaan lainnya. Sehingga apa yang sudah berhasil di tempatkan di
wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut. Indikator perkembangan
ekonomi desa bisa dilihat bagaimana informasi yang masuk di desa
itu. Apakah sudah baik atau belum, sangat jarang ditemukan sebuah
desa dengan akses informasi yang minim namun bisa berkembang
dengan pesat. Sebaliknya desa yang memiliki akses informasi mudah
maka perkembangannya akan cepat. Oleh karena itu akses informasi
sangat penting untuk dimiliki. Akses informasi tidak hanya terbatas

dari satu tepat saja, melainkan bisa dari pemerintahan ke masyarakat,
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dari masyarakat ke pemerintahan atau dari satu desa ke desa lainnya
dan dari berbagai pihak lainnya.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul
Indikator keberhasilan yang selanjutnya dapat di lihat dari kualitas
sumber daya manusia yang dihasilkan. Apalah sumber daya manusia
tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan atau
pun pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki
masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa
yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang
belum mengetahui pentingnya pendidikan.

5. Pendapatan Penduduk
Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir adalah dari
pendapatan dari penduduk tersebut. apakah pendapatan sudah sesuai
atau pun masih jauh di bawah rata-rata. Desa dikatakan sudah maju
ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata dan desa di
katakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari
cukup.

Dalam membangun desa dengan 5 indikator pembangunan
ekonomi desa yang dilihat dari berbagai aspek yang terkait. Tentunya
diharapkan dapat mewujudkan desa yang berkembang dan maju
tentunya dibutuhkan kerjasama dan kerja keras dari seluruh elemen

yang terlibat di desa.
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1.3 Sumber Keuangan Desa

Menurut Undang Undang No. 32 tahun 2004, Keuangan desa
adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan wuang, termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli
desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan
pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan
desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan
desa. HAW.Widjaja (2003) mengatakan dengan berpedoman pada
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang
dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68
(1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil

kekayaan
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b. Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-
lain.

c. Pendapatan asli desa yang sah.

d. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa.

e. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang
merupakan Alokasi Dana Desa.

f. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan.

g. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68
ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya
adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah
yang diterima oleh Kabupten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa

(ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan

dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan

mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pengembangan ekonomi di desa sangat perlu dilakukan hal ini berkaitan
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bahwa setiap desa pada dasarnya mempunyai potensi ekonomi yang
dapat. dikembangkan. Hanya saja dari pihak desa belum fokus untuk
menemukenali potensi apa saja yang ada di desa tersebut. Tetapi ada
juga desa yang sudah mengenali potensi ekonominya dan mempunyai
kegiatan tetapi belum dikelola secara profesional. Termasuk mengelola
aset desa yang dapat digerakkan selain untuk menambah PAD juga
bermanfaat bagi masyarakatnya. Maka BUMDes sangat baik apabila di
bentuk untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang
peningkatan ekonomi warga masyarakat desa. BUMDes adalah salah
satu instrumen yang mencoba untuk mengatasi permasalahan ekonomi
pada masyarakat desa. BUMDes sifatnya bukan eksklusif semua
masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatan yang ada didalamnya.
Juga tidak membedakan golongan ekonomi. Baik yang kaya mapun
yang miskin bisa berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. Bagi yang
kaya kemungkinan bisa diajak bermitra dengan jalan menanamkan
investasi dalam BUMDes tersebut. Pengelolaan yang Optimal potensi
yang ada di desa seperti BUMDes ini oleh orang yangorang yang akhli
yang mempunyai kemampuan, punya semangat, kreatif dan amanah
maka BUMDes dapat meningkatkan permasalahan ekonomi yang ada di

masyarakat Desa.
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BABII
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,
pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada
masyarakat desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif
dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, desa memerlukan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu
meningkatkan pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa
memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar dan acuan
dalam segala aktivitasnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2005 tentang Desa Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan atau
disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Semakin
besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa maka semakin besar pula
peluang Badan Usaha Milik Desa untuk mengelolanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan

dan potensi desa. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa
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(BUMDes) yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa,
meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan
potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang
punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dengan adanya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat

sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun.

2.2 PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Peran BUMDes dalam penelitian ini ditinjau melalui beberapa
aspek yang merupakan tujuan dari BUMDes itu sendiri berdasarkan
PPP BUMDes (2007), yaitu:

1. Pelayanan—Keuntungan—Keberlangsungan.

2. Akuntabilitas—Perkembangan Aset Desa.

3. Peningkatan Taraf Hidup Pengurus—Komisaris—Masyarakat;

4. Ketaatan BUMDes terhadap peraturan dan Perundang—

Undangan.

2.2.1 Peran BUMDes ditinjau dari Layanan, Keuntungan,
dan Keberlangsungan.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi

sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commmercial
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institutions). Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan
dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian diharapkan keberadaan
BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di
pedesaan. Menurut PKDSP (2007), yang dimaksud dengan ‘“usaha
desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan

usaha sejenis lainnya.
2.Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3.Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis

4.Industri dan kerajinan rakyat.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan
profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas
masyarakat desa serta pengembangan usaha riill pada BUMDes
sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan meningkatkan
pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha riil juga
bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat
mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya.
Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang
sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memaksimalkan
keunggulam dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat
sekitar sehingga dapat di jadikan sumber penghasilan bagi masyarakat

yang mengelola usaha-usaha BUMDes. Dari seluruh penjabaran
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sebelumnya, diketahui bahwa peran BUMDes yang baik dapat ditinjau
dari hubungan antara layanan, keuntungan, dan keberlangsungannya.
Kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat sangat mempengaruhi
aspek yang lain. Dari pelayanan yang baik akan memicu masyarakat
untuk ikut berpartisipasi pada BUMDes, kenaikan jumlah nasabah juga
akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan akhirnya keuntungan
yang diperoleh juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan dan
keuntungan yang stabil dan terus meningkat akan menjaga
keberlangsungan BUMDes itu sendiri. Namun, di sisi lain pelayanan
BUMDes yang berazas kekeluargaan ini juga terkadang menimbulkan
masalah, kemudahan—kemudahan yang diberikan pengurus BUMDes
terkadang dinilai tidak sesuai standar operasional. Proses pengajuan
pinjaman, pencairan dana, hingga pengembalian angsuran terkadang
dilaksanakan tidak pada tempatnya walaupun segala transaksi tetap
dicatat dalam pembukuan BUMDes. Kemudahan pinjaman dan layanan
kekeluargaan memang merupakan tujuan utama BUMDes, namun akan
lebih baik jika sebuah BUMDes memiliki batasan-batasan sehingga
akan tercipta ketertiban administrasi, yang juga akan memicu ketertiban

pembayaran yang dilakukan oleh nasabah-nasabahnya.
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2.2.2 Peran BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas,
Perkembangan Aset Desa.

Hayyuna, dkk (2014) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk
menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan
pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh
strategi yang dilakukan oleh BUMDes dalam mengelola dan
memaksimalkan aset-aset yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan PP
No. 72 tahun 2005 pasal 78 yang menyatakan bahwa Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli desa.

Menurut Hayyuna, dkk (2014), strategi-strategi yang dilakukan
untuk meningkatkan aset desa yaitu melalui:

1.Mengamati lingkungan yang hasilnya dapat mengetahui potensi
kegiatan usaha apa yang sesuai untuk diterapkan di BUMDes.

Adapun strategi yang dapat digunakan oleh BUMDes meliputi:

- Strategi pengembangan produk

- Penetapan harga

- Strategi keuangan.

2.Penyusunan strategi meliputi:

Ketiga, Pelaksanaan Strategi, yang dilakukan oleh BUMDes dapat

berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Keempat,

Evaluasi atau Kontrol, yang dilakukan oleh Kepala Desa

dikarenakan Kepala Desa diberi wewenang oleh Pemerintah
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Daerah untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUMDes

di desa.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi
manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan oleh
BUMDes telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan
desa. Dari peningkatan akuntabilitas BUMDes yang dilakukan tersebut,
aset desa dapat terselamatkan. Semua program bantuan dari pemerintah
yang turun dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijaga
keberadaannya. Dengan BUMDes yang berperan sebagai wadah untuk
program-program lainnya, maka diharapkan nantinya seluruh aset desa
yang diperoleh bisa tercatat, dipertanggungjawabkan, dan

dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri.

223 Peran BUMDes Ditinjau dari Peningkatkan Taraf
Hidup Pengurus, Komisaris, dan Masyarakat
Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka
dapat diidentifikasi salah satu peran BUMDes dapat ditinjau dari
peningkatan taraf hidup pengurus, komisaris dan masyarakat. Dengan
terbentuknya BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh pada
pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes,
yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa

setempat. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-
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besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya antara lain
dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga
menurunkan tingkat pengangguran di desa.

Selain pemberian dana yang teratur dari BUMDes untuk
meningkatkan sumber daya manusia harus dilakukan juga pelatihan
peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas
dan kemampuan pengurus yang nantinya ilmu dan wawasan tersebut
dapat bermanfaat bagi pengurus dan dapat digunakan untuk
meningkatkan pendapatan jika semakin profesional maka nantinya akan
meningkatkan kualitas dan peran BUMDes, serta dapat menjaga

keberlangsungan program BUMDes di desa tersebut.

224 Peran BUMDes Ditinjau dari Ketaatan pada
Peraturan dan Perundang-undangan

Selain tiga tinjauan peran BUMDes yang telah dikemukakan
sebelumnya, peran BUMDes yang lain ditinjau dari bagaimana
BUMDes mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh aspek BUMDes diatur dalam perundang-undangan yang
ditetapkan oleh pemerintah, kepatuhan pada standar operasional dapat
menentukan baik atau buruknya perkembangan BUMDes. Secara
sederhana ketaatan peraturan ini dapat digambarkan dengan pelaporan
tahunan.

Pada pengelolaan BUMDes yang baik, undang-undang dan

peraturan pemerintah menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan
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dan peran BUMDes agar tetap maksimal. Kepatuhan pengurus
BUMDes terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
merupakan salah satu aspek tinjauan peran suatu BUMDes karena
dengan pengelolaan yang sesuai prosedur akan didapat hasil maksimal
yang dapat menguntungkan untuk BUMDes, tapi di sisi lain masyarakat
juga terbantu dan pada akhirnya masyarakat mengalami peningkatan
kesejahteraan dan pendapatan dari pengembangan perekonomiannya
yang didukung oleh BUMDes di desa tersebut. BUMDes yang dikelola
sesuai prosedur dan peraturan akan berjalan baik, dapat dilaporkan dan
akan terus berkembang untuk ikut berpartisipasi mensejahterakan
masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional,
pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan
standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai
peraturan. Namun seringkali kredit macet tetap dialami karena nasabah
tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, hal ini disebabkan karena
standar operasional dalam pelayanan dilaksanakan berazaskan
kekeluargaan dan jaminan kepercayaan, sehingga kemampuan nasabah
hanya akan bisa dinilai melalui data historis ketika nasabah telah

mampu mengembalikan dana pinjaman.

24



2.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes didirikan oleh Pemerintah dengan beberapa tujuan.
Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian BUMDes adalah:
1. Mendorong perkembangan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif
masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
4. Mendorong berkembangan usaha mikro sektor informal
BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang
merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan
diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan
sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan
ini maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi
secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga
ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
1. Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat
(59%) melalui penyertaan modal (saham atau andil),
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar
dari budaya lokal (local wisdom),
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil

informasi pasar.
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5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes,

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,

BPD, dan anggota).

2.4 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara
rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1.UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal
213 ayat (1)
“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa”
2.PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
Pasal 78
1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa,
Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman

pada peraturan perundangundangan.
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3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah
Desa.

2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
a. Pemerintah Desa
b. Tabungan masyarakat
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pinjaman; dan/atau
d. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas
dasar saling menguntungkan.

3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah
Desa dan masyarakat.

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah mendapat persetujuan BPD.

27



Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

Bentuk badan hukum.
Kepengurusan.

Hak dan kewajiban.

Permodalan.

Bagi hasil usaha atau keuntungan.
Kerjasama dengan pihak ketiga.

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

2.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut PKDSP (2007), pengelolaan BUMDes harus diljalankan

dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif,

transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-

base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.

Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUM Desa diperlukan

informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an,

termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari
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produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan
usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas
mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari
masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup
kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar,
seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula
melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-
undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan
diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDes didirikan dengan
tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisir diantaranya dengan
cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama
bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan
pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan
meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik
masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat
mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga
yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga
masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu,
pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap
mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang

mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa
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terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah
kabupaten. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat
pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya
berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki
matapencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan
usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.

2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah,
dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal
pengembangan usaha selanjutnya.

3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi
kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan
pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.

4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung
diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan
kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga,
sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian
besar dari hasil kerja masyarakat desa. (PKDSP , 2007).

Jenis usaha dalam BUMDes diklasifikasikan kedalam 6
klasifikasi sebagai berikut:

1. Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDes yakni dapat melakukan

pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi
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keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan
keuntunggan yang besar.

2.Bisnis Uang
BUMDes menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan
keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah
daripada bunga. Uang yang didapatkan masyarakat desa dari para
rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3.Bisnis Penyewaan
BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani
kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh
pendapatan desa.

4.Lembaga Perantara
BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan
komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak
kesulitan menjual produk mereka ke pasar atau BUMDes menjual
jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5. Trading/perdagangan
BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau
berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas.

6.Usaha Bersama
BUMDes sebagai “usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-

unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang
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berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh

BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

32



BAB III
MANAJEMEN KEUANGAN DIGITAL BUMDes

3.1 Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan
dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun
organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian
atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis
dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan
pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kata 'manajemen' berasal
dari bahasa Inggris yakni 'manage' yang memiliki arti mengatur,
merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara
etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan
mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni
mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Manajemen sangat
dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai.
Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur,
merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut

manajer.
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Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

» George R. Terry
Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

» Henry Fayol
Manajemen adalah sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang
ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

» Oey Liang Lee
Manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi serta
mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat
mencapai tujuan.

» Ricky W. Griffin
Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses
organisasi, proses kordinasi, dan proses kontrol terhadap
sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

» Mary Parker Foleot
Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai

fungsi seorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang
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lain untuk mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi, pengertian
manajemen ini bisa salah penafsiran karena ada orang lain
yang tujuannya membantu untuk menyelesaikan pekerjaan.
» Federick Winslow Taylor
Manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan
dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin.
» Koontz dan Weihrich
Manajemen adalah proses merancang dan memelihara
lingkungan di mana individu, bekerja sama dalam kelompok,

secara efisien mencapai tujuan yang dipilih.

3.2 Tujuan, Fungsi, Unsur-unsur Manajemen

3.2.1 Tujuan Manajemen

» Bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

» Melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan
situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan
penyesuaian strategi jika terjadi hal yang di luar strategi.

» Mengatur dan menjaga kesehatan emosi (personal),
keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya

perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal.
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3.2.2

» Mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan

(strength), kelemahan (weakness), peluang maupun

ancaman yang ada, dan sebagainya.

Fungsi Manajemen

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau
penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan,
dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan
keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara

alternatif lainnya.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian
aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta
proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai
tujuan perusahaan. Tujuan organizing wajib dijalankan
dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau
sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam
perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu
melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan

baik.

3. Fungsi Penempatan
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3.23

Di sini seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan
sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat

dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

4. Pengarahan (Directing)

Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang
berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha
meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta
usaha. Fungsi ini bertuyjuan mengarahkan atau

mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien.

5. Pengawasan (Controlling)

Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai
pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang
ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat
penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan
kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan

dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Unsur-unsur Manajemen
Manusia (Human)

Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah

manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses
pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja

tidak akan terjadi bila terdapat unsur manusia di dalamnya.
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»  Uang (Money)

Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen
yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur
dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Adanya uang
bisa menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan
penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional.

»  Bahan (Materials)

Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam
proses produksi. Tanpa material, perusahaan tidak bisa
mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk
mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.
Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat
satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

»  Mesin (Machines)

Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan
pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat.
Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan
serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.
Selain efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error
dapat diminimalkan. Namun, dibutuhkan sumber daya yang
andal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh
hasil yang maksimal.

»  Metode (Methods)

38



Kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila
dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus
mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan
kegiatan bisnis. Selain itu, metode yang tepat dan baik juga
harus dipahami oleh manusia yang menjalankannya.

»  Pasar (Market)

Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat
penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku
terjual. Hal itu dikarenakan tidak adanya permintaan, yang bisa
membuat produksi akan terhenti. Aktivitas perusahaan juga

bisa vakum.

3.3 Keuangan

Keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan
manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Keuangan
dapat secara luas dibagi menjadi tiga kategori, keuangan publik,
keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Ada banyak kategori
spesifik  lainnya, seperti keuangan perilaku, yang berupaya
mengidentifikasi alasan kognitif (mis., Emosional, sosial, dan

psikologis) di balik keputusan keuangan.
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3.3.1 Instrumen Keuangan

Saat ini, "keuangan" biasanya dipecah menjadi tiga kategori
besar: Keuangan publik meliputi sistem pajak, pengeluaran
pemerintah, prosedur anggaran, kebijakan dan instrumen
stabilisasi, masalah utang, dan masalah pemerintah lainnya.
Keuangan perusahaan melibatkan pengelolaan aset, kewajiban,
pendapatan, dan wutang untuk bisnis. Keuangan pribadi
mendefinisikan semua keputusan keuangan dan kegiatan individu
atau rumah tangga, termasuk penganggaran, asuransi,
perencanaan hipotek, tabungan, dan perencanaan pensiun.
1. Keuangan Publik
Pemerintah membantu mencegah kegagalan pasar dengan
mengawasi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan
stabilisasi ekonomi. Pendanaan rutin untuk program-program
ini sebagian besar dijamin melalui perpajakan. Meminjam
dari bank, dan perusahaan asuransi serta mendapatkan
dividen dari perusahaannya juga membantu membiayai
pemerintahan.
2. Keuangan Perusahaan
Bisnis memperoleh pembiayaan melalui berbagai cara, mulai
dari investasi ekuitas hingga pengaturan kredit. Suatu
perusahaan dapat mengambil pinjaman dari bank atau

mengatur jalur kredit. Memperoleh dan mengelola utang
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dengan tepat dapat membantu perusahaan berkembang dan
menjadi lebih menguntungkan.
3. Keuangan Pribadi

Perencanaan keuangan pribadi umumnya melibatkan analisis

posisi keuangan individu atau keluarga saat ini, memprediksi

kebutuhan jangka pendek, dan jangka panjang, dan

melaksanakan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut

dalam batasan keuangan individu. Keuangan pribadi sangat

tergantung pada pendapatan seseorang, kebutuhan hidup, dan

tujuan serta keinginan individu. Aspek terpenting dari

keuangan pribadi meliputi:

» Menilai status keuangan saat ini: arus kas yang
diharapkan, tabungan saat ini, dll.

» Membeli asuransi untuk melindungi dari risiko dan
memastikan kedudukan materi seseorang aman

» Menghitung dan mengajukan pajak

» Tabungan dan investasi

» Perencanaan pensiun

3.4 Manajemen Keuangan

Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat
terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat

riskan. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi amburadul
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dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan.
Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang
mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen
keuangan.

Manajemen  keuangan  adalah  kegiatan  perencanaan,
pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang
dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus
direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di

kemudian hari.

3.4.1 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas, ada
beberapa tujuan manajemen keuangan:
1. Menjaga Arus Kas

Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus
dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang
membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian
perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli
bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lain.
2. Memaksimalkan Keuangan Perusahaan

Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi
keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang

tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan

42



dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan
perusahaan.
3. Mempersiapkan Struktur Modal

Manajer Keuangan dalam merencanakan struktur modal
harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan
dana yang dipinjam perusahaan.
4. Memaksimalkan Keuntungan

Perencanaan  keuangan yang tepat akan mampu
memaksimalkan keuntungan yang di dapat dalam waktu jangka
yang panjang.
5. Meningkatkan Efisiensi

Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek,
maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat.
6. Mengoptimalkan Kekayaan Perusahaan

Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar
saham. Dengan memberikan pembagian laba semaksimal
mungkin  kepada pemegang saham tentunya akan
meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan
pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan.
7. Mengurangi Resiko Operasional

Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan
akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di

setiap waktu.
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8. Memastikan Kelangsungan Kehidupan Perusahaan
Manajer keuangan memegang peranan penting jalannya
sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu
membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis, namun
sebaliknya keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan
sebuah perusahaan bangkrut.
9. Mengurangi Biaya Modal
Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang
tepat, agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian

rupa.

3.4.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Selain tujuan manajer keuangan di atas, manajer keuangan
juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai
manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya
berdiri sendiri saja. Ada beberpa fungsi manajer keuangan :
+* Planning

Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangat
lah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang
kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas.

% Budgeting
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Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana
untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus
dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran
yang ada.

% Controlling

Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi
terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan
untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar
perusahaan dapat bertahan.

% Auditing

Auditing adalah  proses  pemeriksaan  keuangan.
Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntasi akan
menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan
dana perusahaan.

% Reporting

Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan
keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan
transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna

untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan.

343 Prinsip Manajemen Keuangan

Terdapat juga beberapa prinsip manajer keuangan yang

harus diterapkan di setiap perusahaan.
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10. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang
terdapat dalam sebuah perusahaan. Sehingga dapat diketahui
darimana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta
bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak
dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan
wewenang itu digunakan.
11. Konsistensi

Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara
konsisten, bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti
sistem yang sudah berjalan. Tetapi dengan adanya pergantian
tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak
stabil
12. Kelangsungan Hidup

Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar
perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan
juga harus memunyai strategi keuangan yang tepat.
13. Transparansi

Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan
perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang
aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan
yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dnegan mudah

oleh setiap manajer yang berkepentingan.
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14. Standar Akuntansi

Sistem akuntasi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah
sama. Yang berrarti semua akuntan di seluruh dunia dapat
paham dan mengerti tentang sistem akuntasi yang sama.
15. Integritas

Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya
dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan
seakurat mungkin.
16. Pengelolaan

Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan
dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana
yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan

dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya.
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BAB IV
DESA KURIPAN KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR

4.1 Peta Wilayah Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten
Bogor
Desa Kuripan mempunyai luas wilayah 584.878 Ha, batas-batas

dengan daerah lainnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Desa Cihowe, Cogreg

Sebelah Selatan : Desa Cibentang, Cibeuteung Muara
Sebelah Barat : Sungai Cisadane

Sebelah Utara : Desa Jampang Gunung Sindur

PETA WILAYAH DESA KURIPAN
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR
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4.2 Sejarah Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten
Bogor

Desa Kuripan berdiri pada tahun 1935, desa Kuripan dahulunya
bernama Cikahuripan yang mempunyai kata “Ci “ atau diartikan
sebagai air , tetapi nama tersebut dipersingkat dengan nama Kuripan
yang dapat diartikan sebagai air kehidupan, nama Kuripan dipakai
hingga sampai saat ini.
Dahulu, pada saat zaman penjajahan Belanda, Desa Kuripan
mempunyai banyak sumber mata air yang digunakan untuk berobat dan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kebutuhan air baik untuk
air minum, mandi, mencuci piring maupun untuk kegiatan lainnya.
Sumber mata air yang sampai saat ini masih menjadi sumber mata air
yang jernih dan tidak pernah kering meskipun dimusinm kemarau, air

tersebut mengalir sampai ke sungai Cisadane dan Desa Kuripan.

Desa Kuripan merupakan Desa yang berada didaerah Lereng Gunung
dengan ketinggian + 500 — 700 meter di atas permukaan laut. Sebagian
besar wilayah Desa Kuripan adalah Lereng Gunung dengan kemiringan
20 — 40 di sebelah Timur.

Pada umumnya lahan yang ada di Desa Kuripan merupakan lahan yang
dapat dipergunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang
subur terutama lahan untuk pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja

yang tidak dipakai sebagai lahan pertanian tetapi tidak untuk tanaman
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padi karena struktur tanahnya tidak cocok untuk ditanami padi. Hal ini
menunjukkan bahwa kawasan desa Kuripan adalah daerah yang
memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga untuk peternakan

seperti peernakan ayam, ikan hias, dan ikan lele.

4.3 Kependudukan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng
Kabupaten Bogor

Data yang diperoleh dari perangkat Desa Kuripan mengenai
kependudukan. Penduduk Desa Kuripan berdasarkan sumber dari
kantor Desa Kuripan adalah pada tahun 2017 tercatat sebanyak 9919
jiwa, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 10185, sedangkan pada tahun
2019 tercatat sebanyak 10383jiwa. Sehingga dapat dihitung bahwa
terjadi kenaikan setiap tahunnya yaitu dengan rata-rata 5 %, dapat

dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk
No | Tahun Jumlah Penduduk Jumlah KK
Laki- Perempuan | Jumlah
laki
1 2017 5079 4840 9919 3219
2 2018 5217 4968 10185 3270
3 2019 5317 5066 10383 3326

Sumber : Data Desa Kuripan

Sumber daya manusia (masyarakat) di Desa Kuripan Kecamatan

Ciseeng Kabupaten Bogor mempunyai sikap yang ramah dan juga
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saling tolong menolong. Beberapa hal yang dimiliki oleh masyarakat

tersebut antara lain :

Umumnya masyarakat rela lahan miliknya dihibahkan tanahnya
untuk digunakan sarana pembangunan seperti untuk jalan,
masjid, wakaf kuburan, ataupun untuk psoyandu, dan
sebagainya.

Masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk membangun
desanya dalam upaya mengatasi permasalahan.

Semangat gotong royong, khususnya disemua dusun yang ada di
Desa Kuripan masih tinggi.

Tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran atau sumbangan
masih tinggi.

Banyak tenaga teknis seperti tukang bangunan dan sebagainya.
Tingkat pendidikan semakin maju, karena banyaknya terlahir
sarjana-sarjana di Desa tersebut.

Kader-kader lembaga kemasyarakatan aktif

banyaknya tokoh agama yang perperan dalam membantu

pembangunan Desa.

4.4 Fasilitas Kesehatan

Desa Kuripan memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas, dan

terletak di Dusun Kuripan. Tenaga kesehatan yang ada adalah tenaga

Dokter 1 orang, Perawat 5 orang, Bidan 1 orang. Selain itu Desa
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Kuripan memiliki Kader kesehatan aktif sebanyak 11 orang, Posyandu
11 orang. Selain tenaga kesehatan, di Desa Kuripan masih ada Dukun

Bayi dengan jumlah sebanyak 25 orang.

4.5 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas untuk pendidikan masyarakat Desa Kuripan, tersedia
hanya sampai tingkat SLTP. Disetiap dusun yang ada di Desa Kuripan
memiliki sekolah Paud dan SD, sedangkan sekolah SLTP hanya
tersedia di Desa Kuripan. Sedangkan pada tingkat pendidikan SLTA di
Desa Kuripan belum tersedia, sehingga apabila ada yang ingin
menempuh pendidkan tingkat SLTA harus mengambil di Kota deket

dengan Desa Kuripan.

Kebudayaan dan Keagamaan

Kebudayaan yang terdapat di Desa Kuripan merupakan modal
dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan
dilaksanakan Desa Kuripan. Dengan mentargetkan adanya pariwisata di
desa tersebut. Mayoritas penduduk Desa Kuripan adalah beragama
Islam, dilihat dari banyaknya tempat beribadah umat Islam dapat dilihat
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Tempat Peribadatan

No Tempat Jumlah Keterangan
Ibadah
1 | Masjid 7 Menyebar
2 | Mushola 27 Menyebar
3 | Langgar 11 Menyebar
4 | Madrasah 1 Menyebar
5 | Kobong 2 Kp. Kuripan RT
003?002

Dalam mengelola kebudayaan yang ada di Desa Kuripan, pemerintah
Desa melakukan pembinaan terhadap kelompok kebudayaan dan
kesenian yang ada, walaupun dengan keterbatasan dana yang
dialokasikan untuk kesenian tersebut. Namun semangat para pewaris
kebudayaan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, terus
merawat dan melestarikannya. Sedangkan dalam bidang pariwisata,
Desa Kuripan tidak mempunyai tempat wisata yang dapat diandalkan
untuk menambah pendapatan Desa Kuripan. Namun dengan banyaknya
sumber daya alam yang melimpah memungkinkan Desa Kuripan akan

menjadi tempat wisata.

4.6 Alokasi Dana Daerah (ADD)

Alokasi Dana Daerah (ADD) yang diterima dari Pemerintah Pusat
yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan

hak setiap Desa, begitupula dengan Desa Kuripan. Adapun besaran
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dana tersebut bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta
kebutuhan desa itu sendiri. Dana yang diterima merupakan pembiayaan
untuk program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang pemerintahan Daerah. Alokasi Dana Desa tersebut merupakan
salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh Desa, dan masih
sumber pendapatan desa lainnya antara Lain, yaitu :

* Pendapatan asli Desa, yaitu terdiri dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong dan lain sebagainya.

* Bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10 % untuk desa
dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.

* Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10 %, yang
pembagiannya untuk desa secara proporsional.

* Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan.

* BUMDes

* Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
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4.7 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Desa Kuripan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
namun belum berkembang secara maksimal. Hal ini disebabkan karena
berbagai faktor yaitu antara lain kurangnya pemahamam Perangkat
Desa terkait pentingnya BUMDes serta belum siapnya perangkat desa
mengelola dan mengembangkan BUMDes tersebut. Desa Kuripan
mempunyai sumber daya lokal yang melimpah seperti adanya lahan
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan home
industry. Komoditas yang dihasilkan dari Desa Kuripan antara lain
tanaman umbi (singkong dsb), daun singkong, ternak ayam potong,
ikan lele, ikan hias, rengginang, opak dan lain sebagainya. Desa
Kuripan memiliki tiga dusun dengan masing-masing hasil yang
dimiliki, seperti dusun Carincing terkenal dengan home industrinya
contohnya tempe, Dusun Cihowe terkenal dengan peternakan lele dan
ikan hias, sedangkan Dusun Kuripan dengan hasil daun singkong dan
sebagainya. Namun, pengelolaan hasil atau sumber daya yang ada
belum di berdayakan secara maksimal. Bahkan pada hasil pertanian
masih dijual kepada tengkulak, sehingga menguntungkan tengkulak.
Secara umum, kondisi Desa Kuripan memiliki posisi yang strategis
dalam jalur mobilisasi, sumber daya alam yang cukup potensial,
sehingga diperlukan upaya yang signifikan dari pemerintah serta
stakeholder dalam rangkan membangun Desa menjadi lebih baik.

Dengan kepemimpinan Kepala Desa dan komitmen yang kuat dari
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seluruh masyarakat desa, maka dapat mencapai kesejahteraan
masyarakat desa

Kegiatan masyarakat Desa Kuripan selain Pertanian dan Perkebunan
adalah pada umumnya usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan
rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. disamping itu pula sarana
ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa
Kuripan adalah perusahaan-perusahaan (Pabrik) karena banyak
masyarakat Desa Kuripan yang menjadi buruh dan tenaga kerja pada
perusahaa-perusahaan tersebut, Ojek, dan sebagainya yang berskala
kecil. Untuk transportasi, panjang jalan Desa Kuripan untuk jalan
Desanya adalah + 4,5 Km yang terdiri dari jalan Kabupaten Bogor 40
Km, jalan Desa 4,5 Km.

4.8 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun
2015 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa

2. Perangkat Desa

3. Perangkat Desa terdiri dari :

4

Sekretariat Desa : Kekretaris Desa, yang membawahi Kepala
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Urusan Umum, Kepala Urusan Kuangan, dan Bendahara Desa

5. Pelaksana Teknis : Kepala seksi Pemerintahan, Kepala Seksi
Ekonomi dan pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan
Masyarakat.

6. Pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun
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BAB V
MANAJEMEN BUMDes UNTUK KETAHANAN
EKONOMI MASYARAKAT

5.1 Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya
berkaitan dengan kegiatan perekonomian bangsa. Dengan adanya
teknologi digital berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia
saat ini dalam berbagai bidang sangatlah pesat. Adanya revolusi
industry tersebut telah membuat disrupsi kehidupan dalam bentuk
kemanfaatan, tantangan, serta adanya risiko atau ancaman kepada
berbagai pihak baik individu, kelembagaan dan juga kepada Negara
dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi apabila
tidak diantisipasi dan sikap kebijakan yang tepat dilakukan. Demikian
pula dengan pengaruh ekonomi digital sebagai bagian dari
industrialisasi teknologi. Digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk
membuat suatu pekerjaan atau kegiatan menjadi lebih mudah dan
praktis. Encarta Dictionary (2017) menjelaskan bahwa ekonomi digital
adalah transaksi bisnis yang ada di internet. Terdapat pilar-pilat dasar
ekonomi digital yaitu adanya infrastruktur teknologi seperti hardware,
software dan internet, termasuk didalamnya e-commers (transaksi

perdagangan secara internet).
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kegiatan masyarakat berkaitan dengan adanya pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ditengah kondisi adanya pandemic
Covid 19, perlu adanya ketahanan ekonomi masyarakat, yang paling
terlihat dan tidak banyak berpengaruh adalah kondisi di pedesaan,
dimana desa merupakan tempat terakhir masyarakat untuk pulang
setelah semua kegiatan yang ada diperkotaan terkena dampak Covid 19,
antara lain terjadinya PHK. usaha bangkrut, dan sebagainya. Oleh
karena itu kekuatana pengembangan potensi Desa dan Kawasan
pedesaan perlu adanya dukungan oleh semua unsur terutama
pemerintah pusat. Pengembangan potensi desa dan kawasan pedesaan
tidak bisa dilakukan satu unsur saja, karena itu perlu semua unsur
bersatu dalam membangun desa sebagai potensi ketahanan ekonomi
masyarakat. Kunci utamanya adalah komitmen unsur yang satu dengan

unsur yang lain.

5.2 Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi
Masyarakat
Dalam upaya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat Desa,
perlu adanya kemitraan dalam pengembangan potensi Desa dan
kawasan pedesaan yaitu dengan melibatkan multi pihak, seperti unsur
pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau
komunitas, serta media saling bahu membahu untuk mengembangkan
potensi lokal desa. Potensi lokal Desa dan kawasan pedesaan yang tetap

mengedapnkan kearifan lokal dan bersumber daya lokal. Desa dengan
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potensi pertanian dan peternakan yang besar diharapkan mampu
menerapkan sistem pertanian dan peternakan terpadu dalam rangka
membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Keterlibatan BUMDes
adalah sangat besar, BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di
Desa diharapkan berperan aktif untuk menghidupkan potensi Desa.

Dengan adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2020 tentang Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) memungkinkan terbukanya kemitraan
yang lebih luas. Hal ini diharapkan mampu memotivasi BUMDes untuk
meningkatkan produktivitas usahanya, lebih kretaif dan lebih terstruktur
dalam tata kelola dan manajemen. Dengan adanya BUMDes maka
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian Desa.
BUMDes merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa.
BUMDes juga dapat berperan sebagai pengelola keuangan Inklusif
seperti usaha simpan pinjam yang apabila dikelola dengan baik dapat
emningkatkan pendapatan yang cukup baik. BUMDes bisa menjadi
sarana pembayaran maupun pembiayaan seperti pembayaran air, listrik,
dan lain-lain. Secara garis besar BUMDes memiliki dua manfaat, yaitu
komersil dan pelayanan publik. Sehingga dengan adanya BUMDes di
Desa diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi
kemandirian desa dan memajukan unit-unit usaha lainnya dalam wadah

BUMDes.
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Untuk mengatur unsur-unsur Manajemen BUMDes , diperlukan tata
cara mengelola yang disebut dengna manajemen. Sehingga terdapat
empat bidang dalam tata cara mengelola manajemen yaitu:

1. Manajemen sumber daya manusia, yaitu mengelola manusia
dalam badan usaha.

2. Manajemen Keuangan, yaitu untuk mengatur dan mengelola
keuangan usaha

3. Manajemen Produksi, yaitu mengelola atau mengatur material
dan metode produksi, yaitu membuat atau menghasilkan barang-
barang atau jasa-jasa.

4. Manajemen Pemasaran, yaitu mengatur unsur-unsur pasar,
promosi barang-barang atau jasas-jasa yang dihasilkan agar
sampai ketangan konsumen.

Dapat dikatakan bahwa Manajemen BUMDes untuk ketahanan

ekonomi masyarakat, harus memasukkan keempat bidang di atas.

5.3 Pengelolaan Keuangan Digital BUMDes

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK, 2013) bahwa definisi
mengenai laporan keuangan terdiri dari proses laporan keuangan pada
umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi

akan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan
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keuangan.Dalam kaitannya tentang laporan keuangan BUMDES,

pengelola BUMDES diharapkan mampu membuat laporan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.Untuk itu dalam pelatihan

ini, selain materi tentang bagaimana menyusun laporan keuangan

BUMDES, dibuat pula praktek membuat laporan keuangan BUMDES

Asas Pengelolaan Keuangan Desa antara lain :

1.

Transparan, dimana pemerintah desa dalam rangka mengelola
keuangan desa harus secara terbuka, sebab keuangan adalah
milik rakyat atau barang public dan harus diketahui oleh
masyarakat. Pemerintah Desa harus menyampaikan secara
terbuka APBDes kepada masyarakat.

Akuntabilitas, dimana pertanggung jawaban pemerintah desa
dalam rangka pengelolaan keuangan sesuai dengan amanah dan
kepercayaan yang diberikan, keuangan desa dicatat, dihitung,

dan dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat.

. Partisipasif, pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada

partisipatif =~ masyarakat untuk  menentukan  kebutuhan
massyarakat, adanya partisipatif dari masyarakat diharapkan
pengelolaan keuangan desa dapat mengakomodir kebutuhan
masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat
tercapai

Responsif, Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa

(BPD) harus responsive terhadap pengelolaan keuangan dan
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tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung
dengan pendanaan,

Kewajiban BUMDes, antara lain : Membuat laporan keuangan
seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dengan jujur
dan transparan; Memberikan laporan perkembangan unit-unit
usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah
desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Prinsip Umum Pengelolaan keuangan, adalah : Prinsip
pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan
pembukuan keuangan; BUMDes harus melakukan pencatatan
atau pembukuan yang ditulis scara sistematis dari transaksi yang
terjadi setiap hari; Pencatatan transaksi itu umumnya
menggunakan sistem akuntansi, BUMDes
mempertanggungjawabkan segala bentuk pelaporan kepada
pihak pemangku kepentingan terkait dengan tujuan untuk
kesejahteraan masyarakat desa; Salah satu informasi yang di
hasilkan oleh BUMDes dalam menjabarkan perkembangan
kondisi keuangan serta kinerja yang telah dihasilkan oleh
BUMDes adalah laporan keuangan. Adanya laporan keuangan
bisa mempermudah melihat kondisi keuangan serta bisa meihat
keuntungan bersih yang diperoleh oleh suatu BUMDes;

Dibutuhkan Pencatatan Transaksi Keuangan.
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Pentingnya Pencatatan Transaksi Keuangan adalah Transaksi-
transaksi perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah komponen-
komponen tersebut, tetapi jumlah aset akan selalu sama dengan
kewajiban dan modal; Hubungan ketiga komponen tersebut
mencerminkan posisi keuangan perusahaan.

Pencatatan keuangan menggunakan aplikasi APIK dengan tujuan-
tujuan sebagai berikut: Menyediakan standar penyusunan laporan
keuangan, Menyediakan alat bantu  dalam Menyusun laporan
keuangan, Membantu Lembaga keuangan dalam menganalisis laporan
keuangan. Misalnya untuk perusahaan jasa, perdagangan, manufaktur,
pertanian, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya,
perseorangan dan lain sebagainya. Pencatatan Transaksi Keuangan Si
Apik, adalah : Sebuah system pencatatan keuangan yang sederhana,
cepat dan mudah yang berbasis android ; Bukan sekedar mencatat
tetapi mengandung arti luas, mulai dari mencatat, proses akuntansi
hingga penyusunan laporan keuangan; Jauh lebih luas lagi bisa
menyajikan hasil analisis laporan keuangan serta melihat kinerja
keuangan secara lebih komprehensif. Output SI APIK berupa laporan
keuangan (Neraca, Laba rugi, Arus kas, dll) yang dapat memenuhi
minimal laporan keuangan untuk pengajuan kredit.

Langkah-langkah mendownload aplikasi si APIK
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LANGKAH-LANGKAH MENDOWNLOAD APLIKASI
SIAPIK

LANGKAH - LANGKAH
Mendownload Aplikasi Si e A R - R oot

Apik di Android

65



nmeno WO

« - s aQ ¢

ainkan S| AP mesgakses fots,

medi éa fe i prangka?

e ¥
n @

i Torkalt ponokssuran Ands

ulai Disini (=

Anda mungkin Jgs sulcy >
SR 4

\\

BANK INDONESIA

SYARAT QAN KETENTUAN
APLICAS! PENCATATAN INFORMAS! KEUANOAN
o APK)

P ®

Vo oce et o Kt s dosgensebsams
setelum menggunskan spbbasi ni Oyurst dun Notostum
R p—— Says sl e e f—
oo gl g e gt
e g =
o ks s S e S Perbanin Budara ®

R ®
R ®
v

S e ®

@ BANK INDONESIA

66



0w

& Langksh2

€ Langkah2

Nomor Telepon 082165570015

Pemilik* Sutanti
MANUFAKTUR MANUFAKTUR

------ o) . -
saha Menjual Ayam Kentucky, burger dan pizza

KTP/NPWP 1271107012850006

ssword - Kinanti2014% -

- Kinantiz0144# -~

Konfirmasi Pz

S
S
atws Sak secars ne
==

PENARSKAN DARI BANK

67



Ingat Sarya

MASUK

Lupa Pasaword ?

KELuAR

68



STUDI KASUS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
MANUFAKTUR

Perusahaan Tanty Juice Buah

Nama Pemilik Ibu Sutanti

KTP 1271107012850006
Alamat JI. Lele raya Ciledug Kelurahan Bambu Apus Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
Produksi Juice Buah Segar

|

Berikut ini data keuangan yang dimiliki Perusahaan Tanty Juice Buah pada
( tanggal 31 Agustus 2020

1 Kas 8.000.000
2 Rekening Giro Bank Mandiri Syariah (7106440977) 30.000.000
3 Piutang Usaha di Restoran Putra 5.000.000
4 Peralatan Juice Buah (Kel.1 Sub Alat Khusus) 12.000.000
5 Utang usaha kepada Ahmad Buah Segar 10.000.000
6 Modal 39.000.000
7 Saldo Laba 6.000.000
AN

Porusahecn Tanty Julce Buet
Laporan Fosimi Keuangan(Neraca)
Por Aguatus 2020

RPS55,000.000
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Tanty Juice Buah mulai mencatat transaksi pada bulan
September dengan transaksi sebagai berikut :

Tengazl Junih (Rp)

2 September 2020 Ibu Tanty menambah modal

usaha pembuatan kue sebesar

Rp. 85.000.000

Ditransfer ke rekening BNI 75.000.000

Tunai (Patty Cash) 10.000.000
2 September 2020 Dibayar biaya administrasi dan

umum dengan tunai

Pakaian seragam 1.000.000

Cetakan Brosur 1.000.000

Papan Nama 800.000

3 September 2020  Dibayar Sewa usaha untuk 12 bulan 12.000.000
dengan Giro Bank Mandin

4 September 2020  Dilakukan pembelian bahan-bahan
material juice buah kepada buah
segar Ahmad dengan transfer BNI

Mangga 100 kg @ 25.000 per kg 2.500.000
Jambu 150 kg @ Rp. 16.000 per kg 2.400.000
Buah naga 300 kg @ Rp. 30.000 per 9.000.000
kg
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13 September 2020 Penjualan Juice sebanyak 2.500 liter kepada 31.250.000
restaurant Putra dengan harga Rp. 12.500 per liter,
pembayaran diterima via transfer dengan bank BNI

20 September 2020  Membayar biaya listrik dengan tunai 500.000
Membayar biaya telepon dengan tunai 400.000
Membayar biaya air dengan tunai 300.000

25 September 2020  Membayar gaji 2 orang karyawan dengan transfer 6.000.000

via BNI

26 September 2020 Ibu Tanty mengambil dari perusahaan untuk 4,000.000
keperluan pribadi dari bank BNI

26 September 2020 Ibu Tanty membayar utang usaha kepada Buah Segar 8.000.000
Ahmad yang ditransfer dari Bank BNI

| 27 September 2020 Ibu Tanty menerima uang dari restaurant Putra atas 4.000.000
Piutang sejumlah 320 liter juice @ Rp. 12.500 disetor
via giro

30 September 2020 Melakukan stock opname dan masih ada sisa

persediaan

Sisa stock manga 20kg
Sisa stock jambu 25kg
Sisa stock buah naga 20kg

\
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RP2.000.000
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Boban Banhan Material
Boban Tonaga Korja
Betan Sewe
Boban Transportmn
Beban Banan Bakar
Betben Lintrik
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Boban Telpon
Botan Pormumatan

Peorusahaan Tanty Juice Buah
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Por September 2020
Rupéar

TH3 1 250,000

R”p31.250.000

Rp 12.400.000

Rp6.000.000
1,000,000
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Perusahaan Tanty Juice Buah

Laporan Arus Kas
Per September 2020
Keterangan
PENERIMAAN KAS DAN SETARA KAS
Kegiatan Usaha
Penerimaan Pirjaman
Tambahan Modal

PENGELUARAN KAS DAN SETARA KAS
Kegiatan Usaha
Pelunasan Pinaman
Penarikan Modal
Kenaikan(Penurunan) Kas dan Setara Kas
Saldo Awal Setara Kas
Saldo Akhir Setara Kas

Rupiah

Rp35,250,000

Rp85,000,000

Rp43,900,000
RpO
Rp4,000,000
Rp72,350,000
Rp38,000,000
Rp110,350,000
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Perusahaan Tanty Juice Buah

Laporan Rasio Likiuiditas
Per September 2020

Keterangan Rupiah
RASIOLANCAR

Total Aset Lancar Rp123,850,000

Total Kewajiban Jangka Pendek Rp2,000,000

Rasio Lancar 6193
Penjelasan Rasio Lancar :

Nilai Rasio Lancar adalah sebosar 61.93, artinya Nilai Aset Lancar tersebut mampu membiayai Kewajiban
Jangka Pendek sebesar 61.93 kall, atau Rp61.93 mampu membiayal Rp1 Kewajban Jangka Pendek,

RASIO CEPAT

Total Aset Lancar Rp123,850,000

Total Persediaan Rp1,500,000

Total Kewajiban Jangka Pendek Rp2,000,000

Rasio Cepat 61.18
Penjelasan Rasio Cepat :

Nilai Rasio Cepat adalah sobesar 61.18, artinya Nilai Aset Lancar setelah dikurangi Nilai Persediaan tersebut
mampu memblayal Kewagban Jangka Pendek sebesar 61,18 kal, atau Rp61.18 mampu membiayal Rp1
Kewajban Jangka Pendek.
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